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Nomor : PS.08.05/G/1259/2025 8 Desember 2025

Lampiran : 6 (enam) lembar

Hal : Imbauan  Penyelenggaraan  Hari

Antikorupsi  Sedunia  (Hakordia)  Tahun

2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 16

Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)

Tahun 2025 dan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)

Tahun 2025, serta untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di

lingkungan Kementerian Kesehatan, dipandang perlu untuk mendorong partisipasi

aktif  seluruh  unit  kerja/satuan  kerja  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  yang

mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bersama ini disampaikan imbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja/satuan

kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan agar:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan kampanye antikorupsi, seperti sosialisasi

nilai-nilai integritas, diskusi internal, pelatihan singkat, atau penayangan materi

kampanye antikorupsi kepada pegawai dan pemangku kepentingan terkait.

2. Mengikuti  dan  mendukung  rangkaian  kegiatan  Hakordia yang

diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat/instansi  terkait,  baik  secara  daring

maupun luring.

3. Mendorong penerapan praktik kerja berintegritas melalui internalisasi budaya

anti-gratifikasi, pelaporan benturan kepentingan, peningkatan kepatuhan terhadap

regulasi, serta penguatan pengendalian internal.

4. Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan yang bersifat positif, inspiratif, dan

membangun komitmen antikorupsi,  tanpa  mengganggu kelancaran  pelayanan

kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 8                               1 / 8



-2-

5. Mengoptimalkan media komunikasi internal  (website, media sosial, bulletin,

dan lainnya)  untuk menyebarluaskan pesan-pesan antikorupsi,  nilai  integritas,

serta agenda kegiatan Hakordia 2025.

Demikian  surat  ini  disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerja  sama  Saudara

diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

           ${ttd}

Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA, QHIA, QIA

NIP 197311201996031003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan

2. Wakil Menteri Kesehatan

3. Sekretaris Jenderal

4. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan

5. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan

6. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

7. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

8. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Sistem Kesehatan

9. Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Strategis Operasional

10.Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan Kesehatan

11.Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap
atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi

keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF  .  
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Lampiran Surat
Nomor : PS.08.05/G/1259/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

A. Sekretariat Jenderal
1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
13. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan

B. Direktorat Jenderal Kesehatan Kesehatan Primer dan Komunitas
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
5. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
6. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
7. Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
8. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
9. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
10. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
11. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
12. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
13. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
14. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
15. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
16. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
17. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
18. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang
19. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
20. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
21. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
22. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan
23. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara
24. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
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25. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua
26. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran
27. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja
28. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak
29. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu

C. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
2. Direktur Penyakit Tidak Menular
3. Direktur Penyakit Menular
4. Direktur Imunisasi
5. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
6. Direktur Kesehatan Lingkungan
7. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam
8. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
9. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
10. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
11. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
12. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
13. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
14. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
15. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
16. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang
17. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
18. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
19. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun
20. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
21. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang
22. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
23. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda
24. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
25. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram
26. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
27. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado
28. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjungpinang
29. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan
30. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten
31. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh
32. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura
33. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
34. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari
35. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai
36. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate
37. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
38. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang
39. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
40. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi
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41. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu
42. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bitung
43. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang
44. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
45. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak
46. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso
47. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta
48. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangka Raya
49. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
50. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
51. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan
52. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
53. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari
54. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
55. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu
56. Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong
57. Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo

D. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
2. Direktur Pelayanan Klinis
3. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
7. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
8. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan

Kita Jakarta
9. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
10. Direktur  Utama  Rumah  Sakit  Umum Pusat  Dr.  Johannes  Leimena

Ambon
11. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
12. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang
13. Direktur  Utama Rumah Sakit  Umum Pusat  Dr.  Mohammad Hoesin

Palembang
14. Direktur  Utama  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Dr.  Rivai  Abdullah

Palembang
15. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
16. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
17. Direktur Utama Rumah Sakit  Umum Pusat Dr.  Soeradji  Tirtonegoro

Klaten
18. Direktur  Utama  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Dr.  Tadjuddin  Chalid

Makassar
19. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo

Makassar
20. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
21. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
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22. Direktur  Utama  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Nasional  Dr.  Cipto
Mangunkusumo Jakarta

23. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
24. Direktur  Utama  Rumah  Sakit  Umum Pusat  Prof.  Dr.  R.D.  Kandou

Manado
25. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat
26. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Denpasar
27. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
28. Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
29. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar

Mardjono Jakarta
30. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
31. Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
32. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
33. Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
34. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

Jakarta
35. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
36. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
37. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
38. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
39. Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
40. Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Bogor
41. Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung
42. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Makassar
43. Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
44. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang
45. Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan
46. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura
47. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara
48. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya
49. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Makassar

E. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
2. Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi
4. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
5. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
7. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta
8. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya
9. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Medan
10. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Makassar
11. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta
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12. Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

F. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Direktur  Pembinaan  dan  Pengawasan  Sumber  Daya  Manusia

Kesehatan
7. Sekretaris  Konsil  Kesehatan  Indonesia,  Kolegium  Kesehatan

Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
8. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
9. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
10. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
11. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
12. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
13. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
14. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
15. Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
16. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram
17. Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju
18. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku
19. Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi
20. Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo
21. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
22. Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak
23. Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang
24. Direktur Poltekkes Kemenkes Padang
25. Direktur Poltekkes Kemenkes Manado
26. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang
27. Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari
28. Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
29. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura
30. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II
31. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I
32. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
33. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
34. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
35. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
36. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh
37. Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
38. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
39. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta
40. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
41. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang
42. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan
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43. Direktur Poltekkes Kemenkes Malang
44. Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar
45. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III
46. Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung
47. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu
48. Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
49. Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
50. Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong
51. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang
52. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate

G. Inspektorat Jenderal
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur Investigasi

H. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
1. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan 
5. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

a.n. Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

           ${ttd}

Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA, QHIA, QIA

NIP 197311201996031003
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